
BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR1 

PERATORAN BOPATI SITOBONDO 

NOMOR ?~ TAHON 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PEROBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 

BOPATI SITOBONDO, 

bahwa sebagai pelaksanaan kelentuan Pasal 6 Pcraturan 

Daerah Ka bupaten Situbondo Nomor 2 Ta hun 2020 

lenlang Peruba han Anggaran Pendapala n da n Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020, m a ka perlu m en e la pkan 

Peraluran Bupati Situbondo lenlang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Penda patan dan Belanja Daera h 

Tahun Anggara n 20 20; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lcnlang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, 

Tambahan Lembara n Negara Republik Indones ia 

Nomor 9 d an S erita Negara Republik Indonesia 

Ta hun 1950 Nomor 41) sebagaimana lelah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Ta hun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun l 965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas d ari 

Korupsi, Kolusi dan Ne polisme (Lemba ran Negara 

Republik Indonesia Ta hun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
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3 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
8 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
9 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5409); 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaima:na telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat 

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1972 Nomor 38); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 4 Tahun 2016; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322) ; 



5 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
beberapa kali, terahir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nornor 157); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedornan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nornor 547); 

29. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 62 Tahun 
201 7 ten tang Pengelornpokan Kernampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nornor 1067); 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 7 /PMK.07 / 2020 
tentang Penggunaan, Pernantauan dan Evaluasi 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 33 Tahun 
2019 ten tang Pedornan Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nornor 5 

Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas 
(PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah 
Situbondo (Lernbaran Daerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2003 Nornor 5) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 
Nornor 5 Tahun 2007 (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2007 Nomor 5) ; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nornor 2 
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan W akil Kepala Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian 

Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2007 Nomor 6); 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2011 Nomor 4 / E); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan · 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2015 Nomor 10); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) ; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2019 Nomor 3); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administra tif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8) ; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 7); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 

Tahun 2020 ten tang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 1); 

43 . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2020 Nomor 2) . 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 setelah perubahan sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

a. Semula 

b. Berkurang 

Jumlah Pendapatan 

setelah 

Perubahan 

2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Belanja setelah 

Perubahan 

Defisit Setelah 

Perubahan 

3. Pembiayaan 

a . Penerimaan 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Penerimaan 

setelah Peru bahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula 

2) Bertambah/ 

(berkurang) 

Jumlah Pengeluaran 

Setelah Peru bahan 

Jumlah Pembiayaan 

neto 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran setelah 

Perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

l.747.723.838.170,86 

(42.463. 925.981,35) 

1. 705.259.912.189,51 

l .841.944.419.453,34 

5.198.936.778,73 

l.847.143.356.232,07 

( 141 .883.444.042,56) 

94.220.581.282,48 

47.662.862.760,08 

141. 883. 444. 04 2, 56 

0,00 

0,00 

0,00 

l 41.883.444.042,56 

0,00 
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Pasal 2 

Pcnja ba ra n Peruba ha n APBD sebagaima n a dima ks ud 

da la m Pa sa l 1 Lercanlum da la m La mpiran dan 

m erupa kan bagia n yan g Lida k terpisahka n da ri Pc raluran 

Bupa ti ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Peruba h a n APBD se bagaima na dima ks u d 

da lam Pasal 1 dirinci lebih lanjul da lam La mpira n II dan 

m erupa ka n bagia n yan g Lida k terpisa hka n da ri Pcraluran 

Bupa li ini. 
Pasal 4 

Pela ksanaan Penja bar a n Peruba han APBD sebagaimana 

dima ksud dala m Pasal 1 ditua n gka n lebih lanju l da larn 

dokumen pelaksanaa n peruba h a n a nggara n saluan kcrja 

pe ra n gka l daera h sesua i den gan kc len lua n pcru ndang­

unda n gan. 
Pasal 5 

lnl mula i be rla ku pa da la n ggal Pera tura n Bupati 

d iunda ngkan. 

Agar setiap ora n g mengela huinya, m em erintahkan 

pcn gunda n gan 

pc ncmpalannya 

S ilu bondo . 

l) iundangka n di Situbondo 

pada Langgal ·2 3 OCT 2020 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

eiAH 

Pc ra lu ra n Bupa li 1111 dengan 

Ka bu pa te n da la m 

IT,"' . . , .... II.:-

S eri ta Dacra h 

Ditela pka n di Situbondo 

pada tanggal 2 3 OCT 2020 

BUPATI SITUBONDO, 

DADANG WIGIARTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR G3. 


